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WALI KOTA BIMA 

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 

PERATURAN DAERAH KOTA BIMA 

NOMOR 38 TAHUN 2023 

TENTANG 

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2023 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALI KOTA BIMA, 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 

ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 177 

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala 

Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan 

Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk 

memperoleh Persetujuan Bersama, 

b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang 

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah (APBD) yang diajukan merupakan 

perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang dijabarkan 

ke dalam perubahan kebijakan umum APBD 

serta perubahan prioritas dan plafon anggaran 

sementara yang telah disepakati antara 

Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 30 

bulan Agustus tahun 2023,



c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2023, 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang 

Pembentukan Daerah Kota Bima di Provinsi Nusa 

Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4188), 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4286), 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4355), 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4210): 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 

tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6856), 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa 

kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- 

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6856), 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 

Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6797): 

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 

tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan 

Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4028), 

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 

tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan 

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4502), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang 

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 

Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan 

Layanan Umum (Lembaran Negara Republik 
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10. 

11. 

1, 

13, 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5340), 

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 

tentang Bantuan Keuangan Partai Politik 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang 

Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan 

Partai Politik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6177), 

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 

tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 

123, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5165), 

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 

tentang Pembinaan dan Pengawasan 

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6041), 

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 

tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan 

dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 

2023 tentang Perubahan atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 

Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota 
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14. 
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16, 

17. 

18. 

19. 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6847), 

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 

tentang Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan 

Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6224): 

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42), 

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 

tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

63237: 

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 

tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 

100, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6883), 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 

2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi 

Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 754): 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum 
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20. 

21, 

20. 

23. 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2018 Nomor 157): 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 

2017 tentang Pengelompokan Kemampuan 

Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan 

Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 

1067), 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 

2018 tentang Tata Cara Penghitungan, 

Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi 

Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan 

Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan 

Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan 

atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 

Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, 

Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi 

Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan 

Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan 

Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777), 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 

2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 187 1), 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 

2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan 

Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah 

tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala 

Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan 
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dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan 

Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 

431), 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 

2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2022 Nomor 972): 

25. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 

Kota Bima Tahun 2022 Nomor 243, Tambahan 

Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 111), 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BIMA 

Dan 

WALI KOTA BIMA 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 

DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023. 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan 

1. Daerah adalah Kota Bima. 

2. Wali Kota adalah Wali Kota Bima. 

3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan 

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD 

adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bima. 
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5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya 

disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang 

ditetapkan dengan peraturan daerah. 

6. Nomor Register yang selanjutnya disingkat Noreg adalah pemberian 

nomor dalam rangka pengawasan dan tertib administrasi untuk 

mengetahui jumlah rancangan Perda yang dikeluarkan pemerintah 

daerah sebelum dilakukannya penetapan dan pengundangan. 

7. Pengundangan adalah penempatan produk hukum daerah dalam 

Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, atau Berita Daerah. 

Pasal 2 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 semula 

sebesar Rp840.920.155.398,00 bertambah sebesar Rp47.880.869.791,00 

sehingga menjadi Rp888.801.025.189,00 dengan rincian sebagai berikut: 

1. Pendapatan Daerah 

a. Semula Rp782.938.149.798,00 

b. Bertambah/ (berkurang) Rp29.279.848.761,00 

Jumlah pendapatan daerah Rp812.217.998.559,00 

setelah perubahan 

2. Belanja Daerah 

a. Semula Rp838.920.155.398,00 

b. Bertambah/ (berkurang) Rp47.880.869.791,00 

Jumlah belanja daerah setelah Rp886.801.025.189,00 

perubahan 

3. Pembiayaan Daerah 

a. Penerimaan pembiayaan 

1) Semula Rp57.982.005.600,00 

2) Bertambah/ (berkurang) Rp18.601.021.030,00 

Jumlah penerimaan Rp76.583.026.630,00 

pembiayaan setelah 

perubahan 

b. Pengeluaran pembiayaan 

1) Semula Rp2.000.000.000,00 

2) Bertambah/ (berkurang) 0 

Jumlah pengeluaran Rp2.000.000.000,00 

pembiayaan setelah 

perubahan 

Jumlah pembiayaan neto Rp74.583.026.630,00 

setelah perubahan 
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Sisa lebih pembiayaan 

anggaran setelah perubahan 

Pasal 3 

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, 

bersumber dari: 

a. Pendapatan asli daerah 

1) Semula 

2) Bertambah/ (berkurang) 

Jumlah pendapatan asli daerah 

setelah perubahan 

. Pendapatan transfer 

1) Semula 

2) Bertambah/ (berkurang) 

Jumlah pendapatan transfer 

setelah perubahan 

. Lain-lain pendapatan daerah 

yang sah 

1) Semula 

2) Bertambah/ (berkurang) 

Jumlah lain-lain pendapatan 

daerah yang sah setelah 

perubahan 

Rp62.776.690.694,00 

(Rp342.534.934,00) 

Rp62.434.155.760,00 

Rp720.161.459.104,00 

Rp19.857.397.986,00 

Rp740.018.857.090,00 

0 

Rp9.764.985.709,00 

Rp9.764.985.709,00 

Pasal 4 

Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, 

bersumber dari: 

a. Pajak daerah, 

1) Semula 

2) Bertambah/ (berkurang) 

Jumlah pajak daerah setelah 

perubahan 

b. Retribusi daerah, 

1) Semula 

2) Bertambah/ (berkurang) 

Jumlah pajak daerah setelah 

perubahan 

Rp24.939.277.198,00 

(Rp82.000.000,00) 

Rp24.857.277.198,00 

Rp22.724.824.040,00 

(Rp9.666.346.025,00) 

Rp13.058.478.015,00 
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c. Hasil pengelolaan kekayaan 

daerah yang dipisahkan, 

1) Semula 

2) Bertambah/ (berkurang) 

Jumlah hasil pengelolaan 

kekayaan daerah yang 

dipisahkan setelah 

perubahan 

d. Lain-lain pendapatan asli 

daerah yang sah, 

1) Semula 

2) Bertambah/ (berkurang) 

Jumlah lain-lain pendapatan 

asli daerah yang sah setelah 

perubahan 

Rp1.284.388.412,00 
Rp856.402.041,00 

Rp2.140.790.453,00 

Rp13.828.201.044,00 

Rp8.549.409.050,00 

Rp22.377.610.094,00 

(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, 

bersumber dari: 

a. Transfer pemerintah pusat, 

1) Semula 

2) Bertambah/ (berkurang) 

Jumlah transfer pemerintah 

pusat setelah perubahan 

b. Transfer antar daerah, 

1) Semula 

2) Bertambah/ (berkurang) 

Jumlah transfer antar 

daerah setelah perubahan 

Rp652.161.655.000,00 

Rp19.857.397.986,00 

Rp672.019.052.986,00 

Rp67.999.304.104,00 

0 

Rp67.999.804.104,00 

Pasal 5 

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri 

atas: 

a. Belanja operasional, 

1) Semula 

2) Bertambah/ (berkurang) 

Rp687.393.545.471,00 

Rp40.790.133.911,00 

Jumlah belanja 

setelah perubahan 

operasional 

b. Belanja modal, 

1) Semula 

2) Bertambah/ (berkurang) 

Rp728.183.679.382,00 

Rp147.496.781.580,00 

Rp7.190.735.880,00 
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Jumlah belanja modal setelah Rp154.687.517.460,00 

perubahan 

c. Belanja tidak terduga, 

1) Semula Rp4.029.828.347,00 

2) Bertambah/ (berkurang) (Rp100.000.000,00) 

Jumlah belanja tidak terduga Rp3.929.828.347,00 

setelah perubahan 

Pasal 6 

(1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, 

terdiri atas: 

a. Belanja pegawai, 

1) Semula Rp377.073.088.381,00 

2) Bertambah/ (berkurang) Rp12.635.676.187,00 

Jumlah belanja pegawai Rp389.708.764.568,00 

setelah perubahan 

b. Belanja barang dan jasa, 

1) Semula Rp265.411.201.090,00 

2) Bertambah/ (berkurang) Rp21.692.211.202,00 

Jumlah barang dan jasa Rp287.103.412.292,00 

setelah perubahan 

c. Belanja hibah, 

1) Semula Rp41.329.756.000,00 

2) Bertambah/ (berkurang) Rp2.222.610.000,00 

Jumlah belanja hibah Rp43.552.366.000,00 

setelah perubahan 

d. Belanja bantuan sosial, 

3) Semula Rp3.579.500.000,00 

4) Bertambah/ (berkurang) Rp4.239.636.522,00 

Jumlah belanja bantuan Rp7.819.136.522,00 

sosial setelah perubahan 

(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri 

atas: 

a. Belanja modal tanah, 

1) Semula Rp3.663.128.617,00 

2) Bertambah/ (berkurang) (Rp2.438.737.617,00) 

Jumlah belanja modal tanah Rp1.224.391.000,00 

setelah perubahan 
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b. Belanja modal peralatan dan 

mesin: 

1) Semula Rp24.953.757.193,00 

2) Bertambah/ (berkurang) Rp12.303.147.865,00 

Jumlah belanja modal Rp37.256.905.058,00 

peralatan dan mesin setelah 

perubahan 

c. Belanja modal gedung dan 

bangunan, 

1) Semula Rp55.326.138.300,00 

2) Bertambah/ (berkurang) (Rp4.782.205.700,00) 

Jumlah belanja modal Rp50.543.932.600,00 

bangunan dan gedung 

setelah perubahan 

d. Belanja modal jalan, 

jaringan, dan irigasi, 

1) Semula Rp61.449.966.560,00 

2) Bertambah/ (berkurang) Rp2.417.263.523,00 

Jumlah belanja modal jalan, Rp63.867.230.083,00 

jaringan, dan irigasi setelah 

perubahan 

e. Belanja modal aset tetap 

lainnya, 

1) Semula Rp2.103.790.910,00 

2) Bertambah/ (berkurang) (Rp328.732.191,00) 

Jumlah belanja modal aset Rp1.775.058.719,00 

tetap lainnya setelah 

perubahan 

f. Belanja modal aset lainnya, 

1) Semula 0 

2) Bertambah/ (berkurang) Rp20.000.000,00 

Jumlah belanja modal aset Rp20.000.000,00 

lainnya setelah perubahan 

(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c 

terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu: 

1) Semula Rp4.029.828.347,00 

2) Bertambah/ (berkurang) (Rp100.000.000,00) 

Jumlah belanja tidak terduga Rp3.929.828.347,00 

setelah perubahan 
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Pasal 7 

Anggaran pembiayaan daerah sebagimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri 

atas: 

a. Penerimaan pembiayaan, 

1) Semula Rp57.982.005.600,00 

2) Bertambah/ (berkurang) Rp18.601.021.030,00 

Jumlah penerimaan pembiayaan Rp76.583.026.630,00 

setelah perubahan 

b. Pengeluaran pembiayaan, 

1) Semula Rp2.000.000.000,00 

2) Bertambah/ (berkurang) 0 

Jumlah pengeluaran Rp2.000.000.000,00 

pembiayaan setelah perubahan 

Pasal 8 

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf 

a, terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya, yaitu: 

1) Semula Rp57.982.005.600,00 

2) Bertambah/ (berkurang) Rp18.601.021.030,00 

Jumlah Sisa lebih perhitungan Rp76.583.026.630,00 

anggaran tahun sebelumnya 

setelah perubahan 

(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf 

b, terdiri atas penyertaan modal daerah 

1) Semula Rp2.000.000.000,00 

2) Bertambah/ (berkurang) 0 

Jumlah penyertaan modal Rp2.000.000.000,00 

daerah setelah perubahan 

Pasal 9 

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kota Bima ini terdiri dari: 

1. Lampiran 1 Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasikan 

Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, 

dan Pembiayaan, 

Ve



13. 

14, 

Lampiran II 

Lampiran III 

Lampiran IV 

Lampiran V 

Lampiran VI 

Lampiran VII 

Lampiran VIII 

Lampiran IX 

Lampiran X 

Lampiran XI 

Lampiran XII 

Lampiran XIII 

Lampiran XIV 

Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasikan 

menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan 

Organisasi, 

Rincian Perubahan APBD menurut Urusan 

Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, 

Kegiatan, Sub Kegiatan, Akun, Kelompok, Jenis 

Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan, 

Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan 

Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, 

Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta 

Keluaran: 

Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk 

Keselarasan dan Keterpaduan Urusan 

Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka 

Pengelolaan Keuangan Negara, 

Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan 

SPM: 

Sinkronisasi Program pada Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan 

Rancangan Perubahan APBD, 

Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 

pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

(RKPD) dan Perubahan Prioritas dan Plafon 

Anggaran Sementara (PPAS) dengan Rancangan 

Perubahan APBD, 

Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan 

Program Prioritas Daerah, 

Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan 

dan Per Jabatan, 

Daftar Piutang Daerah, 

Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi 

Daerah Lainnya, 

Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan 

Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-lain. 

Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya 

yang belum diselesaikan dan dianggarkan Kembali 

dalam Tahun Anggaran yang direncanakan, 

UT



15. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan, dan 

16. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah. 

Pasal 10 

Wali Kota menetapkan peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan 

APBD. 

Pasal 11 

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah. 

Ditetapkan di Kota Bima 

Diundangkan di Kota Bima 

pada tanggal 26 Oktober 2023 
EA 

SASARAN ERAH KOTA BIMA, 
PG PA 
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